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ABSTRACT

Fake investment is becoming a phenomenon that has been occurring a lot lately in Indonesia, especially the online
kind. Investment is a commitment to invest some fund to one or more asset(s) in some period of time. This article is
written with a goal to do research on law enforcement of Indonesian investment law. The method of research that is
used is normative law research. It’s found that: Investment in Indonesia is regulated by the Law of The Republic of
Indonesia humber 25 of 2007 on Capital Investments. System of investing in Indonesia is protected by Law of The
Republic of Indonesia number 10 of 1998. The presence of fake investment is bringing negative influence to
Indonesian investment scene. Act of fraud or embezzlement in the form of investments can be prosecuted criminally
and sentenced up to 4 years of imprisonment according to the Indonesian criminal code article 372 and 378. It is to
be expected that public can differentiate which is a legal and which is a fake investment. That could be realized if
the public is educated on economics and law. It is a joint responsibility of the government, investment organizers,
and academics.
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ABSTRAK

Investasi bodong menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi belakangan ini sangat marak terjadi di Indonesia,
khususnya investasi online. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset
selama beberapa periode. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk meneliti penegakkan hukum tentang investasi di
Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dan ditemukan bahwa: Investasi di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sistem investasi di Indonesia
dilindungi oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Kehadiran investasi bodong membawa pengaruh negatif bagi iklim investasi Indonesia. Tindakan penipuan dan
penggelapan uang yang berkedok investasi dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun sesuai Pasal 372
dan 378 UU KUHP. Diharapkan kedepannya masyarakat dapat membedakan mana investasi yang legal dan yang
bodong. Hal itu dapat terjadi bila masyarakat teredukasi soal ekonomi dan hukum. Ini menjadi tanggung jawab
bersama pemerintah, penyelenggara investasi, dan akademisi.

Kata Kunci: Hukum, investasi, bodong

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan investor dalam masa pandemi seolah ladang hijau bagi para mafia investasi
bodong. Dilansir dari CNBC Indonesia (CNBC Indonesia, 2021), Satgas Waspada Investasi
mencatat kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari praktik ilegal investasi bodong dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir menembus angka Rp 117 triliun. Investasi bodong tentu
bertentangan dengan tujuan utama investasi itu sendiri. Bukannya memperlancar pergerakan
ekonomi negara, malah justru menjadi tembok tinggi yang menghambat ekonomi. Kepatuhan
lahir dari adanya kepekaan dan wawasan masyarakat akan hukum. Hal ini tentu penting untuk
mewujudkan perlindungan yuridis bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi. Tahun 2019
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terjadi 442 kasus investasi bodong, dan pada tahun 2020 mencapai hingga 349 kasus, hingga
maret 2021 terdapat 42 kasus (CNBC Indonesia, 2021).

Menurut ketentuan Pasal 16 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank
Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana
dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan
menyatakan:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari
Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Minimnya kesadaran hukum masyarakat membuka celah bagi mafia investasi untuk
menghimpun dana tak berizin. Meskipun secara konstitusional investasi bodong telah diatur,
banyak masyarakat awam yang tidak mengerti langkah yang harus dilakukan untuk membedakan
investasi yang sah dan yang bodong. Pemahaman tentang hukum dan kesadaran mengenai
hukum bagi para investor menjadi bagian yang sangat penting karena dengan memahami tentang
hukum dapat mengetahui kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para investor dan pihak
yang terkait. Hukum investasi ini sangat berkaitan dengan peraturan dasar hukum perbankan
yang secara tegas mengancam para pelaku investasi bodong ancaman pidana penjara dan denda
terhadap pelaku investasi bodong.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tentang praktik investasi
bodong (forex ilegal)?

2. Apa bentuk perlindungan hukum Negara Indonesia bagi masyarakat dalam menghadapi
investasi bodong (forex ilegal)?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto
dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa pada penelitian hukum normatif, data dasar yang
digunakan adalah bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder
yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh
data yang didapat selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan
pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum tentang Investasi Bodong di Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan investasi sebagai kegiatan penanaman uang atau
modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan umumnya modal ditanamkan dalam
badan usaha atau proyek. Dalam pemahaman Van Horne (1986), kegiatan pemanfaatan kas pada
masa saat ini (present) untuk menghasilkan profit di masa depan (future). Sedangkat BEI
menjelaskan bahwa, investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk melawan pengurangan nilai
uang akibat inflasi. Kamarauddin (2004) menjelaskan investasi adalah suatu kegiatan
memindahkan dana ke dalam bentuk saham, surat utang, atau surat lainnya. Di sisi lain, juga
dapat didefinisikan sebagai aktivitas membeli barang-barang modal dengan memanfaatkan dana
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yang tersedia untuk digunakan dalam produksi demi pendapatan di masa depan. Kegiatan
penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang isinya
tentang ketentuan-ketentuan pihak asing yang ingin melakukan Penanaman Modal di Indonesia
baik itu dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing.
Pengaturan hukum tentang investasi dapat diajukan oleh Presiden. Hal ini sejalan dengan UUD
NRI Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar, pembangunan nasional adalah sesuatu yang
krusial dalam kemajuan perekonomian Negara Indonesia yang tentu bertujuan untuk secara
berkelanjutan memperbaiki ekonomi nasional. Hal yang harus diperhatikan adalah,
pembangunan dan perbaikan ekonomi Indonesia tentu harus berlandaskan paham demokrasi
ekonomi Indonesia. Investasi adalah salah satu langkah yang harus dilakukan dalam
pembangunan ekonomi bangsa. Sejalan dengan mandat yang diberikan oleh Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 yang berkaitan dengan
pelaksanaan aturan dan kebijakan investasi (penanaman modal) yang berasaskan sistem ekonomi
kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan tersebut melibatkan beragam jenis pelaku ekonomi yang
terdiri dari UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) dan Koperasi). Penanaman modal
dilakakukan dengan tujuan untuk mempercepat konstruksi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan
tujuan agar potensi ekonomi masyarakat dapat berubah menjadi pergerakan ekonomi yang nyata.
Sumber dari penanaman modal ini tidak selalu harus dari luar negeri, melainkan juga harus
memberdayakan sumber dalam negeri. Namun sebelum terjun ke dalam pasar global dan
melakukan kerjasama internasional, langkah penting yang harus dilakukan adalah untuk
menciptakan iklim investasi. Tidak cukup sampai disana, iklim tersebut harus terus dijaga agar
tetap kondusif dan produktif. Sifat lain yang harus dimiliki iklim investasi Indonesia adalah
iklim yang menjual, efisien, dan terlebih lagi tetap mementingkan masyarakat Indonesia.
Kepastian hukum adalah salah satu poin pertimbangan penting yang ada di dalam pertimbangan
investor jika ingin melakukan investasi di suatu negara. Mengapa kepastian hukum menjadi
penting? Karena investasi bukanlah kegiatan jangka pendek, investasi adalah kegiatan yang
memerlukan waktu karena tujuannya adalah keuntungan di masa depan. Bila selama modal
ditanamkan di suatu negara dan negara tersebut tidak memiliki kepastian hukum, maka investor
tidak dapat memperhitungkan seberapa keuntungan atau bahkan kerugian yang terjadi karena
hukum yang mengaturnya terus berubah. Ketidakpastian adalah musuh dari investasi, semakin
besar ketidakpastiannya, maka semakin enggan investor untuk melakukan investasi. Untuk
mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia menghadirkan jawaban untuk menyelesaikan
permasalahan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi sebelumnya. Untuk melakukan hal
ini, pemerintah harus membuat peraturan yang dapat menyelaraskan peraturan-peraturan yang
tumpang tindih atau bahkan berlawanan. Konsep peraturan yang menyelaraskan peraturan-
peraturan ini dikenal dengan sebutan Omnibus Law. Menggunakan konsep ini, Pemerintah
Indonesia merumuskan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Kehadiran undang-
undang ini tidak kemudian secara langsung menyelesaikan permasalahan kepastian hukum.
Selain regulasi, kepastian hukum juga berbicara tentang penegakan hukum. Selain penyelarasan
regulasi, UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang memadai dan
dapat bersaing dengan negara-negara lain. Faktor lain yang juga mempengaruhi investor dalam
melakukan kegiatan penanaman modal adalah kemudahan dan insentif yang diberikan.
Pemerintah Indonesia juga tentu harus menjawab permintaan ini.

Kehadiran investasi bodong atau forex ilegal di Indonesia berkembang dengan subur dan terus
bermunculan di berbagai tempat dan level masyarakat. Korban dan kerugian yang dihasilkan pun
sudah banyak, namun entitas seperti ini terus hadir dan justru bertambah banyak. Kasus yang
melibatkan seorang nasabah yang merasa tertipu karena sebuah layanan asuransi meramaikan
perbincangan di beberapa portal berita dan sosial media. Modusnya dengan menawarkan imbal
hasil investasi yang besar. Kemajuan teknologi dan tersedianya platform investasi online
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dimanfaatkan sebagai celah untuk berkembangnya investasi bodong (Primantari & Sarna, 2014).
Data Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat setidaknya ada 390 kegiatan investasi ilegal dan
1.200 fintech bodong yang ditutup sepanjang Januari 2020 sampai Februari 2021. Kerugian yang
ditimbulkan mencapai Rp 114, 9 triliun pada periode 2011-2020, tentu ini bukan jumlah yang
sedikit. Sepanjang 5 bulan pertama tahun 2021, KSEI melaporkan 1.491.341 investor baru yang
masuk ke pasar modal. Hal ini harus diperhatikan pemerintah Indonesia mengingat banyak
masyarakat yang tertarik berinvestasi selama pandemi Covid-19, namun ironisnya masyarakat
juga rentan terjerat investasi bodong.

Kenyataan banyak masyarakat yang tertipu dengan bentuk investasi sejenis menunjukkan
efektifitas penawaran dan metode yang digunakan. Prasetyo dan Haryanto (2019) menjabarkan
metode yang biasa dipakai adalah dengan menawarkan keuntungan yang diluar batas wajar.
Dalam 1-3 bulan pertama, dana yang diinvestasikan akan kembali sesuai dengan kelipatan atau
keuntungan yang telah dijanjikan. Hal ini akan meyakinkan korban utnuk berinvestasi lebih
besar lagi dengan ekspektasi keuntungan berkali-kali lipat. Pada kenyataannya, justru tidak
mendapatkan keuntungan atau malah kehilangan sama sekali modal yang telah disetorkan. Hal
ini sangat disayangkan karena Satgas Waspada Investasi (SWI) secara rutin merilis daftar
investasi bodong di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
kehadiran entitas investasi bodong.

Kurangnya literasi hukum dan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi salah satu pupuk yang
menyuburkan investasi bodong. Dalam hal ini, sosialisasi dan edukasi memiliki urgensi tinggi
dalam memberantas entitas-entitas investasi bodong di Indonesia. Edukasi dan sosialisasi yang
dibutuhkan adalah pengembangan literasi keuangan dari pengguna jasa keuangan itu sendiri
(Safitri & Nurmiaswari, 2019). Hadirnya sosialisasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat
Indonesia, peperangan melawan investasi bodong akan jadi lebih mudah.

Tidak hanya perkara sosialisasi dan edukasi, Maraknya investasi bodong harusnya bisa diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan sektor keuangan di Indonesia membutuhkan
kehadiran OJK sebagai sebuah lembaga pengawasan yang mampu membantu kelancaran
kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan (Amir, 2020). OJK juga berperan penting dalam
pemberantasan investasi bodong di Indonesia. Satgas Waspada Investasi yang berada di bawah
OJK secara rutin melaporkan entitas-entitas investasi yang sudah ditutup OJK, namun entitas-
entitas ini tetap terus bermunculan karena masih banyaknya masyarakat yang berminat untuk
menggunakan jasa-jasa keuangan semacam ini.

Kehadiran investasi bodong menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap kegiatan
berinvestasi. Hal ini mengakibatkan masyarakat enggan melakukan kegiatan investasi yang
padahal penting bagi masyarakat itu sendiri dan lebih luas lagi bagi pertumbuhan ekonomi
negara. (Pamungkas et al., 2019). Bila tidak segera ditangani, investasi bodong akan membawa
kerusakan yang lebih parah bagi ekonomi nasional. Selain merugikan masyarakat secara materil,
investasi bodong membawa stigma negatif masyarakat kepada kegiatan investasi secara umum
yang tentu akan berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia.

Perlindungan hukum untuk masyarakat terhadap investasi bodong

Salah satu tujuan hukum di Indonesia adalah untuk melindungi seluruh warganya dari hal-hal
yang dapat merugikan. Tentu hukum Indonesia harus menjawab kebutuhan masyarakatnya akan
perlindungan hukum terhadap investasi bodong, secara spesifik forex ilegal. Hadirnya hukum
bukan hanya untuk mencegah terjadinya praktik investasi bodong, namun juga untuk melindungi
masyarakat dari praktik investasi bodong yang eksis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Investasi adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang juga harus mendapat perlindungan
hukum.
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Dalam praktiknya, investasi juga tergolong sebagai kegiatan jual beli. Penyedia layanan investasi
dan pelanggan bisa disebut melakukan kegiatan jual beli karena memperjualbelikan produk
investasi yang kedepannya diharapkan dapat mendatangkan keuntungan atau sebagai senjata
untuk menghadapi inflasi. Koeswanto dan Taufik (2017) menjelaskan bahwa kegiatan
perdagangan adalah penggerak utama roda ekonomi dan dalam pelaksanaannya harus mendapat
perlindungan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk pelaku usaha. Hal ini tentu juga sejalan
dengan UUD 1945 pasal 28D ayat 1 tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum dan pasal 33 ayat 4 tentang usaha menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi. Investasi
dan perdagangan berperan penting dalam kemajuan ekonomi nasional. Namun tidak ada
kemajuan yang dapat diharapkan bila tidak ada perlindungan negara bagi masyarakat untuk
menjalankan kegiatan investasi dan perdagangan, atau justru akan memundurkan ekonomi
negara. Menjamin iklim investasi di Indonesia agar tetap berjalan dengan baik adalah salah satu
langkah untuk menjamin kemajuan ekonomi nasional.

Praktik investasi bodong sendiri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan karena
menggunakan tipu muslihat, dan/atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya (penyedia layanan investasi bodong) dan dengan
demikian pasal 378 KUHP berlaku. Kegiatan penghimpunan dana tanpa izin juga dapat
dikenakan pidana seperti yang telah diatur oleh Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan investasi berbasis Syariah yang
tidak mendapat izin usaha dari Bank Indonesia dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 59
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan-peraturan inilah yang
dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong.

Secara hukum, memang ada peraturan yang mengatur tentang kegiatan investasi di Indonesia,
namun bentuk perlindungan yang diperlukan masyarakat bukan hanya untuk membela
masyarakat setelah mengalami kerugian, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut
(Mantulangi, 2017). OJK (2019) dalam siaran pers 6 September 2019 merilis daftar website atau
entitas perdagangan berjangka komoditi yang tak berizin. Dalam daftar tersebut tercatat 49 nama
website, perusahaan, atau entitas. Pada 14 Juli 2021 OJK (2021) juga melaporkan daftar entitas
investasi ilegal yang dihentikan. Dalam daftar tersebut tercatat 11 perusahaan yang dihentikan
kegiatannya. Ini menunjukkan usaha negara mencegah terjadinya kerugian masyarakat karena
aktifitas investasi yang ilegal.

OJK memiliki peran penting dalam perlindungan masyarakat dalam bidang jasa keuangan dan
dalam hal ini investasi. Perlindungan investor adalah salah satu wewenang yang dimiliki oleh
OJK (Asriati & Baddu, 2021). Dalam UU OJK Pasal 6, dijelaskan bahwa menjadi kewenangan
OJK untuk mengatur dan mengawasi setiap jenis lembaga jasa keuangan. Proteksi kegiatan
investasi di Indonesia bukan hanya berbentuk hukum positif tetapi juga berupa badan
independent yang secara khusus mengurusi hal terkait. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi
Indonesia, salah satu komponen penting dalam ekosistem ekonomi adalah hadirnya jasa-jasa
keuangan yang sehat dan bermutu. OJK hadir sebagai badan “pengawas mutu” jasa-jasa
keuangan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Edukasi bidang hukum dan ekonomi dalam hal investasi bagi masyarakat sangat krusial untuk
mewujudkan iklim investasi di Indonesia yang kondusif. Fadlia dan Yunanto (2015) menjelaskan
bahwa salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah untuk melakukan sosialisasi program
pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan
investasi. Sosialisasi diberikan dengan tujuan membangun awareness masyarakat akan kehadiran
entitas-entitas ilegal yang menjanjikan return yang besar yang justru ternyata fiktif. Pemerintah
juga memiliki peran sebagai edukator untuk menyempurnakan perlindungan hukum bagi
masyarakat Indonesia. Kehadiran pemerintah sebagai edukator harus memberikan suatu edukasi
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yang teroganisir dan transformatif yang tentu akan menentukan arah pergerakan ekonomi
Indonesia secara keseluruhan.

Perlindungan dalam bidang investasi bukan hanya semata-mata untuk menjamin keamanan
kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat, tetapi juga sebagai ujung tombak pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Iklim investasi yang kondusif akan melahirkan realita ekonomi nasional
yang kondusif pula. Kenyataan bahwa entitas investasi bodong hadir di tengah masyarakat
Indonesia membawa kesadaran bersama untuk terus melawan dan berbenah diri. Janji
mendapatkan return yang besar dengan modal yang kecil menjadi permasalahan paling umum
yang akhirnya menarik para investor Indonesia untuk melakukan investasi di tempat-tempat yang
riskan atau bahkan betul-betul fiktif. Pemerintah harus menghadirkan layanan produk investasi
yang sama atau bahkan lebih menarik dari sekedar bualan manis oknum penyedia layanan
investasi bodong sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat. Perbaikan iklim
investasi di Indonesia adalah sebuah tanggung jawab yang harus diemban bersama sebagai salah
satu bentuk pengamalan kewajiban bela negara. Investasi bodong hanyalah gejala dari suatu
penyakit yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan kedewasaan ekonomi masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, perlindungan dalam bidang investasi harus bisa membangun kesejahteraan
dan kedewasaan ekonomi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kegiatan investasi secara khusus dan penghimpunan dari dana masyarakat secara umum diatur
oleh hukum positif Negara Indonesia. Kegiatan investasi dan penghimpunan dana dari
masyarakat diatur di dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan. Peraturan ini menyatakan bahwa kegiatan menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari
Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut juga diatur dalam Pasal 46 undang-
undang tersebut yang menyatakan bahwa: “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling
lama 15(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Bentuk perlindungan hukum Negara Indonesia bagi masyarakat dalam menghadapi investasi
bodong (forex ilegal) adalah hadirnya undang-undang yang mengatur tentang sanksi terhadap
penyelenggara penghimpunan tanpa izin seperti yang diatur oleh Pasal 46 Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, kegiatan
investasi berbasis Syariah juga mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain daripada hukum positif yang berlaku di
Indonesia, perlindungan hukum yang bersifat preventif juga dilakukan dengan membentuk
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan berkewenangan untuk mengatur dan mengawasi setiap jenis
lembaga jasa keuangan.

Menciptakan iklim investasi yang optimal juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan
hukum Negara bagi masyarakatnya karena dengan iklim investasi yang optimal, ekonomi Negara
juga dapat berjalan dengan baik dan lancar yang tentu akan berpengaruh bagi kehidupan
masyarakat Indonesia. Usaha menciptakan iklim investasi yang optimal ini juga sejalan dengan
amanat UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 4 tentang usaha menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi.

Penegakkan hukum investasi Indonesia akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari
penipuan berkedok investasi. Secara hukum, investasi bodong adalah sebuah pelanggaran pidana
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dan perdata. Bukan hanya melakukan penipuan, investasi bodong juga melanggar perjanjian
yang telah disepakati dengan korban. Investasi bodong adalah perbuatan melawan hukum yang
harus diberantas dan ditindaklanjuti. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaporkan
dan mengawasi entitas-entitas investasi yang mencurigakan.

Edukasi hukum dan finansial bagi masyarakat awam adalah ujung tombak pemberantasan
investasi bodong. Masyarakat harus bisa tau cara membedakan mana investasi yang sehat dan
yang tidak sehat. Janji manis investasi bodong memang menarik, namun edukasi hukum dan
finansial akan memberikan kekebalan bagi masyarakat dalam menghadapi penyebaran investasi
bodong.

Saran

Diharapkan kedepannya masyarakat dapat membedakan mana investasi yang legal dan yang
bodong. Hal itu dapat terjadi bila masyarakat teredukasi soal ekonomi dan hukum. Ini menjadi
tanggung jawab bersama pemerintah, penyelenggara investasi, dan akademisi. Demi
mewujudkan penegakkan hukum yang adil dan dapat melindungi masyarakat dari investasi
bodong yang merugikan, semua pihak harus dapat bekerja sama dengan baik.
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